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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak di wilayah hukum Polda Sumatera Utara merupakan bentuk nyata penerapan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada keadilan restoratif. Diversi tidak hanya bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal, tetapi juga untuk membina dan memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:
1. pengaturan hukum mengenai diversi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, ketentuan ini telah dijadikan dasar dalam menjalankan musyawarah diversi yang dilakukan pada tahap penyidikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Diversi dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pihak lain yang relevan. Proses ini bertujuan mencapai kesepakatan damai yang sah secara hukum dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
2. efektivitas pelaksanaan diversi di Polda Sumatera Utara dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain: (1) kualitas regulasi dan dukungan institusi penegak hukum, (2) kompetensi dan jumlah sumber daya manusia, khususnya penyidik anak dan Pembimbing Kemasyarakatan, (3) ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, (4) partisipasi aktif keluarga dan masyarakat, serta (5) kesiapan psikologis anak pelaku dan kompleksitas perkara. Faktor-faktor tersebut memiliki peran krusial dalam menentukan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan diversi.
3. dalam praktiknya, pelaksanaan diversi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan tersebut meliputi kendala struktural (keterbatasan personel terlatih), kendala teknis (jadwal musyawarah yang tidak sinkron), kendala administratif (minimnya pelaporan dan dokumentasi), serta hambatan sosial dan psikologis yang bersumber dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang keadilan restoratif. Kendala-kendala tersebut dapat menghambat terlaksananya kesepakatan diversi atau menyebabkan kegagalan mediasi yang pada akhirnya berujung pada proses pengadilan.
Meskipun demikian, Polda Sumatera Utara telah melakukan berbagai upaya optimalisasi pelaksanaan diversi, antara lain melalui peningkatan pelatihan kepada penyidik anak, penguatan koordinasi lintas lembaga, penyusunan prosedur tetap, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong peran aktif Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional.
Dengan pendekatan yang lebih sistematis dan kolaboratif, pelaksanaan diversi diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam menciptakan sistem peradilan pidana anak yang ramah, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak anak.
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1. Terkait Pengaturan Hukum Diversi 
Disarankan agar aparat penegak hukum di wilayah hukum Polda Sumatera Utara lebih mengoptimalkan penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 5 hingga Pasal 13, yang mengatur tentang asas keadilan restoratif dan mekanisme diversi. Pemahaman yuridis terhadap substansi UU tersebut harus ditingkatkan melalui bimbingan teknis, pelatihan hukum anak, serta pendampingan berkelanjutan, sehingga pelaksanaan diversi tidak hanya bersifat formalitas tetapi benar-benar menjadi solusi yang adil dan manusiawi.
2. Terkait Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Diversi
Diperlukan peningkatan sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pembimbing kemasyarakatan, dan lembaga sosial untuk membentuk sistem kerja kolaboratif dalam pelaksanaan diversi. Faktor seperti keterlibatan aktif keluarga, kesadaran hukum masyarakat, dan kualitas sumber daya manusia di lembaga peradilan harus menjadi perhatian serius. Untuk itu, disarankan agar dibentuk tim khusus atau unit perlindungan anak di lingkungan kepolisian, serta dibuat standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan diversi secara terpadu dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.
3. Terkait Hambatan dan Upaya Optimalisasi
Untuk mengatasi berbagai hambatan seperti penolakan korban, kurangnya pemahaman aparat, dan keterbatasan anggaran, disarankan agar dilakukan edukasi publik secara masif mengenai pentingnya pendekatan keadilan restoratif, baik melalui media massa, sekolah, maupun forum masyarakat. Selain itu, dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam bentuk alokasi anggaran khusus, penyediaan fasilitas musyawarah diversi, serta peningkatan kualitas Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial. Dengan pendekatan ini, diharapkan pelaksanaan diversi dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.
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